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BUPATI SITUBONDO

PERATURAN
BUPATI SITUBONDO
NOMOR ©O4 TAHUN 2ate

TENTANG

URAIAN TUGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SITUBONDO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI SITURONDO,

Menhubang @ bohwn sesusi hasi evalaaci pelaksangen unomi desrsh dan penatsan
kelctnbagaan di Kabupaten Situbondo. tendapat perubaban tugas dan
fungsi Sekretariat Daerah Kabupaien Situbondo ;

b, babwa guna muksud sehagaimana huruf a konsideran ini, Perataran Bupati
Nomor &1 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat
Dacrah  Kabupaten Situbondo sudsh  tidak  seswai lagi  dalam
perkembangannya sehingga perlu digant :

C hahwagmmnmkmdsehugaimmhumfadanbknmidmmini,pedu
mengatur Uraian Tugas dan Fungsi Sekreteriat Dragrah  Kabupaien
Situbondo yuny pelaksanaannya diletapkan denpan Peraturan Bupati,

Mengimgat (. Undang Undang Nomer 12 Tahun 1950 wenisng Pembeminkan Duerah-
daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur {Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambehan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 9) ;

2. Undang-Undang Nomor & Tahun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawnian {Lcmbaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041)
scbagaimans telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tabun 1999
tentang Perubahan Atas Undang-undang Momor 8 Tabun 1974 tentang
Pokok-pokok Kepugawaian (Lembaran Negura Republik Indonesia Tahun
1999 Nomor 169. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesig
Nomor 3R} ;

3.  Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tcntang Kenangan MNegara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4286) ¢

4. Undang-Undang Nomor 2 Tzhun 2004 fentang Perbendaharaan Meyara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Notmor 05, Tambaban
Lembaran Nepara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
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10.

1.
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13,

14.

Umndang-{ ndang Nomor {( Tabun 2004 entang Pembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembarun Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 53, Tambahan l.embaran Negara Republik Indoncsia MNomor
4389 ;

Unding-Undang Nomor 25 Tobun 2004 fentang Sistem Perencansan
Pembangunan Masional { Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2004 Nomor {04, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
MNomor 44213 ;

Undang—tndang Momor 32 Tabmm 2004 1emang Pomeriotahan Dasrah
(Lembaran MNegara Republik Indoncsia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Tndonesia Nomor 4437)
sebagaimans tefah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008
tentang Permbahan Kedua Atss Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemenintahan Daerah (Lembaran Nepam Republik Indonesia
Tuhun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomar 4344) ;

Undang-Tindang Nomor 33 Tuhun 2004 tentang Perimbangan Keuangan
Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambaban Lembaran Negara
Republik Indonesia Momor 44387 ,

Peraluran Pemerintah Nowmor 28 Tahun (972 wntang Perubahan Nama
dan Pemipdahan Tompat Kediedickan Pemcriniahan Daersh Kabupatcn
Panarukan (Lembaran Nepars Rcpublik Indonesiea ‘Izhun 1972
Nomor 38) ;

Peraeran Pemerintah MNomor 100 Tabun 2000 tentang Penpangkatan
Pegawai Negeri Sipil Malam Jabatan Strukural {Lembaran MNegarn
Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesin Nomtor 4018) sebagaimana telab diubah dengan
Peraturan Pemgerintah Nomor 13 Tahun 2002 tentang Perubabun Atas
Peraturan Pemerintah Nomor 100 ‘Tabun 2000 tentang Pengangkatan
Pegawai Negeri Sipil Dalam Jahatan Struktural (Lembaren MNegara
Republik Indonesia Tehum 2002 Numor 33, Tambahan Lembaran Mepara
Republik Indoresia Nomor 4194),

Peraturan  Pemerintah Momor 9 Tahun 2003 tentang  Wewenang
Penpanpkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Srpil
{Lembaran Negara Republik lmlonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tembahan
F.embaran Negara Republik Indoncsia Nomor 4263) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tabun 2005 temtang Pengelolaan
Keuangan Daerah {Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 140, Tambahun Lembaran Nepara Republik  Indoncsia
Nomar 4578) ;

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Fahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintshan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Talun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran .
Negura Republik Indonesia Nomor 4594) :

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan
Pemerintahan Antara Pamerintah, Pemerintahan [Dacrah Propinsi, dan
Pemerintah Dgcrah  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambaban Tembatun Negara Republik
Indoncsia Nomor 4737) ;

Peraturan Benierintah Nomor 41 Tahun 2007 wntang (rganisasi Perangka
Daerah {Lembaran Negam Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Repubtik indonesia Moenor 4741);
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Menetapkan :

6,

18.

9.

20.

21.

23,

Porataran fMenteri Dalam Negeri Momor 13 Tahun 2006 tenfong Pedoiman
Pengelolaan  Kevangan [Dacrah  schagaimana felah diubah  dengan
Peraturan Menteri Dlalam Negerd Nomor 39 Tabun 2007  tentang
Perubahan Atas Peraturan Menterl Diatam Negeri Nomor 15 Tahun 2006
tentang Medamun Pengelolusn Keuangan Bacral

I'eraluran Menleri Dalarmn Negeri Nomor 135 Tahun 20086 lentang Jenis dan
Rentuk Produk Hukom Deerah -

Preraturan Menteri Dalam Neger Nomor 16 Tahen 2000 entanyg Prosedur
Peryominan Produk 1inkom Paerah ;

Peramran Menteri Dalam Neger Nomeor 23 Tahun 2007 tertang Pedoman Tata
Carg Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Diverah ;

Perulurun Menteri Dalam Negerd Nomor 53 Tahun 2007  lentang
Pengawasan Persturan Taemhb dan Peraman Kepals Daersh ;

Peraturan Menteri Thalam Negeri Nomor 57 Fehun 2007 tentang Petunjuk
Teknis Penataan Organisasi Perangkar Daerah ;

Peramuran Dasrah Ksbupaten Situbondo Nomor 02 Tahun 2008 tontang
Uruzsm Pemerintahan Dwcerah £abupaten Sitwbondo (Lombarsm Daermh
Kabupalen Situbondo Tahun 208 Nomor 02)

Peraturan 1daerah Kahupaten Situbondo Nomaor 05 I'abun 2008 tentang
Susunan (rganisasi dan Tata Kerja Sekretariat [Dzerah dan Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daersh Kabupaten Situbondo (Lembaran
Dacrah Kabupaten Situbondo Tahun 2008 Nomor 05,

MEMUTUSKAN :

PERATUHRAN BLPATI TENTAMNG URAIAN TUHGAS DAN FUNGSI
SEKRETARIAT DAKRAH KABUPATEN SITUBONIMO

BAB |
KETENTUAN UMUM

I'asal 1l

Tiaiam Peratiran Bupati ini yang dimaksod dengan ;

I.
2.
3.

Pracrah adalah Kabupaten Situbondo.

Rupati adalah Bupati Simbonde.

Dewan Perwakilan Rakyal Daerah vany selanjutoya disebat TIPRTY adalah
Dewan Perwukilan Rakyat Daerah Kabupaten Situbondo.

Pemerintaban Dacruh  adalub penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh
pemernlah  daerah dan DPRD menurat asas otomomi  dan  tugas
rembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistcm dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia scbagimana dimaksud dalam
Undang-1Indang Dasar Megara Republik Indonesia Tahun 1945,
Pemeriniph Daerah adalah Bupati dan perangkat dacrah schagai unsur
penyelenggara pemerintaban daersh,

(ionomi Naecrah adalah hak, wowenang, dan kewajiban daerab atonom
untuk meppatur  dan mengurus  senditi urusan  pemerintihan  dan
kepenlingan masyarakat setempat sesual dengan peraiuan perundang-
undangan,

Perangiat Dacrah adalah unsur pembaniu Bupati dalam penvelenppataan
Pemennishan Daerah yany terdin dari Sekretariat Dacrah, Sekoretariat
DIFRD, Dinas Daerah, Lembuya Teknis Dazmah, Inspektorat, Rumah Sakii,
Soman Polisi Pamong Praja, Kecamatan, dan Kclurahan,

Sckretaratl Daerah adalah Sekretariat Daerabh Kabupaten Sinihonda.
Bekretiris Daerah adalah Sekretariz Nagrah Kabupaten Sitabondo,
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Asiston adatah Asisten pada Sekretanis Naerah Kahupaten Situbondo.

Kepala Ragian adalah Kepala Bagian pada Sckeetariat Daerah Kabupaten
Situbondo.

BAB IT
EKEDUDUKAN TUGAS DAN FITNGSI
Pasal 2

Sekretariat daerah menipakan unsnr staf,

Sekretariat daerah mempunyal lugas membantu Tpati dalam menyusun
kebijakan dan mengoordinasikan  Peranpkat Daerash  se-Kabupaten
Situbondn.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padu ayar (2),
Schrctariat Daerah menyelenggarakan fungsi

a. penyvusunan kebijakan porerintahan daetah ;

b. pengeordinasian pelaksanuan tugas Peramgkac Daerzh se-Kabupaten
Silubundio ;

¢. pomantavan dan evaluasi pelaksanuan  kebijakan pemerintahan
tlaerah ;
pernhinaan adminisirasi dan aparator pemerintahan daetah ; dan

¢. pelaksanaan tugas lain yang diberikan olch Bupati sesuai dengan tugas
dan fingsinva,

Sekretariat dagrah dipimpin oleh Sekretaris Dacrah.
Sekrelans Daerah berkedudukan di hawah dan bertanggung jawab kepada
Prapats.
RAB III
ORGANISAST
Bagiss Pertama
SUSLINAN ORGANISASIT

Pasal 3
Svsunan Organisasi Sekrelariat Daerah terdin dati ¢
Sekretaris Daerah ;
Sial Ahl; -

Asisten Pemerintuhan dan Kesejahteraan Rakyat
Asisten Perekonomian dan Pembangunan ;
Asisten Administrast Umum ;

Bagan — bagian ;

Sub Bagian ; dan

Kelompok Fabatan Funrgsional.

T oM moe P

Masing-masing Asisten scbagaimann dimaksud pada ayat (), berada
dibawzh dan hertanggunpgjawab kepada Sekreturis Daerah.

Bagian—bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), herada dibawah dan
bertanggungjawab  langsunp kepada Asisten vang sesual  dengan
bidangnya.

Sub Bagian sebagaimuna dimaksud pada ayat (1), berada dibawah dan
bertanggungiawab langsung kepada masing-masing Kepala Bagian sesuai
denpan bidanpmya,
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Bagian Kedou
SEKRYTARIS DAFRAH
Casal 4

Sekretarts Daerah menypunyai tugas memimpin Sekretariat Daerah, melakukan

koordimast dan pengendalian dalam penyelenggaraan kegiatan Perangkat Daerak
Ealmpaten Simbonda.

Bagian Ketiza
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT
Pasal 5

Asigien Pemerintshon dan Keseiahteraan Rekyat mempuayel tagas membantn
Sckrctaris  Dacrabh  dalam  melaksanakan pengkoordinasian, pombinaan,
perumusan kebijakan Pemerinlah Daersh di bidung Pemerintuhan, TTokom,
Humas, dan Kesejahieraan Rakyal

Fazal 6

Dalamn mclaksanakan tupas schagaimana dimaksod dalam Puasal 5, Asisten

Pemerintuhan din Kesejahterann Rakvat menvelenpggaraken fungsi ;

a.  pengkacordinasiun kegiatan Nagian Pemerimahan, Bapian Hukum, Bagian
Humas din Bagian Kesesjuhlensin Rakyal;

b. pemanlauan dan pengendalion kegiatun Bagian Pemerintahan, Bagian
ke, Bagian Homas den Ragian Kescjalieraan Rakoyai;

<.  pelaksanaan kegiatan ketatavsahaan ;

d.  pelaporan hasil pelaksanaon tugas ;

. pelaksanaas tugas kedinasan kain yang diberikan ofeh Sekretaris Duerah.

Pasal 7
{11 Asisten Pemerintahun dan Kesejahteraan Bakoyat, membawahi :
a. Bagian Pomcrintaban ;
b. Bapian Hukam ;
c. Bapizn Humas ; dan
d. Bagian Kesgjahteraan Rakyat.
{2} Masing—masing Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oleh Kepala Bagian yang berada di hawah dan bertanggune jawab kopads
Asisten Pemenintahan dan Kesejahteraan Kakvat.

Paragraf 1
Ragian Pecmerintahan

Iasal 8

Bagian Pemenntohan mempanyai tupas immembaniu Aststen Pemenntahan dan
Kesejabteraan Bakyal dalem melaksunakan perumusan program dan petimiuk
ieknis  penyetenggaraan Pemerintahan  Umum, Pomernndahan Desa  dan
pengembangan kerjasama.

Pusnl 9

Dalemm melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam DPasal 8, Bagian
Pemerintahan menyclengoarakan fongs -
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(2)

(1}

(2)

penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pemyelengpaman Pemerintaban
Umum dan Pemerintshan Desa ;

penyusunan pedoman dan perunjuk  tekmis  pembinaan  Aparatur
Pemerintaban Desa

pembinaan Aparatur Pemerintahan Desa |

pepynsinan pedoman dan petunjuk tekoiy pembincan pendapalan Jan
kekayaan Desa :

penyusunan Pedoman dan Petumjuk Teknis Penpgernhangan Otonomi
Draerah -

penyusiman Podoman dan Petanjuk Teknis Pengembangen Kerjasama
Hntas sektoral denpgan Pemerintah Pusat, Pemerintah Prepinsi, aptar
Daerah/K abupaten/Kota dan Pihak Ketiga ;

nelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

pelaporan hast) pelaksaesan tgas

pelaksanaan  tugas  kedinasan  lain yang  diberikan oleh  Asisten
Pernerintahan dan Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 10
Bagian Pemenntahan, membawahi
4. Sub Bagizn Pemerintahan Umam ;
b. Sub Bagian Pemerintahan Desa ;
c. Sub Bagisp Kerjasama,
Masing—masing Sub Bagian sebagaimana dimakspd pada ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Sub Bapian yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan  bertangpung jawab kepada Kepala Bagian
Pemerinkihan.

Pasal 11

Sub Bagian Pemerintaban LImum sebagaimana dimaksod dalam Pasal 10

syat {1} hoarf 2, mempunyal tugas melakeanakan pembinaan dan

koordinasi penyvelenggaraan pemerintahan.

Dalam mclaksanakan tugas sebagaiamane dimaksid pade syat (F), Sub

Bagian Pemcrintahan Umum menyelengearakan fungsi :

a peogkoordinasian kegiatan kependudukan, ketentraman, ketertiban
penangiuliangan bencana alam

b. pengkoordinasian urusan pertanaban ;

¢. penyiapan bahan dan pengkoordinasian pelaksanasn Rapat Pimpinan
Saman Kerfa Perangkat Dacrah ;

d. penghimpunan bahen dan penyuswnan Laporan Penvelenpgparsan
Pemeniniaban Daersh ;

¢. pengkoordinasian kegiatan DPRD, kunjungan kerja DPE, DPL, DPRI
Propinsi, DPRD dan Pemerintah Dacrah PropinsiKabupaten lain ke
K abupaten Situbondo |

I. pengkoordinusian kegatan penyelengparaan pemiliban umam {Pemilu
egislatif, Pemilu Presiden dan Pemila Gubemur) pemilihan dan
pelaptian Bupati |

p. pengkoordinasian kegiatan, pelaposan den pengembangan wilayah
kecamatan ;

h. pengkeordinasian kegiatan nilai geografis sejarah (hari jadi propinsi,
bwari jadi kabupaten, dif} ;

i. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;



(L)

{2)

(1)

{2)

j- pelaporan hosil pefaksanpsan  tupasnya  kepada Kepala Bapgian
Pemerintahan ;

k. pelaksanaan tmgas kedinasan lain vang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan sesusi dengan togas dan fungsinya.

Pasal 12

Sub Bapian Pemerintashan Desa sebapaimana dimaksud dalam Pazal 10

aval (1) bhurul b mempuitval tugas melaksmakan pembinaan  din

pengawasan terhadap penyelengguraan |embaga Masyurakat,

Pemcrintahan Desa don Kelumhan, serta kekayaan Desa.

Didam melaksanakan tugas sebugaimans dimaksie]l pada ayal (1), Sub

Bagian Pemerintahan Desa menyelenpggarakan fungsi :

a. penyusunan pedoman/petunjuk teknis penvelenggarazn Pemerimahan
Dresa dan Kelurahan

b. pengadminisirasian data Aparat Pemerintahan Desa ;

¢. pembinaan dan evaluasi Aparat [xsa dan  Kelumahan dalam
melakzanakan mupas dan fungsinya ;

d. pemfnsilitas dalam penyelesaian permasalaban-permasalahan vang
berhubungan dengan pelaksanaan Pemerintah Desa dan Kelurzhan :

g, pembinaan dan penpgawasan penetapan hatas dan pemetnan walgyah
1esa dan Kelurshan ;

L. pembentokan peeghapusan, dan ponggabungan 1Desa dan Kelurahan ;

g. penginventarizsan dan pembinaan pengembangan kekayaan Desa dan
Kelurahan ;

h.  pengawason, peminrman dan penperolann kekoryaan Desa dadam raneka
peningkatan pendapatan asli Desa ;

1. petnhinaan Badan Perwakilan Desa RT/RW ;

i pemfasilitas  pembontukan,  pemilihan,  pengangkatan dan
pemberhentian Badan Perwakilan Desa, R'1T7RW ;

k. pengelolaan Eks Tanah Bengkok Desa yang menjadi Kelurahan ;

. pelaksanaan kepmiatan ketatausahnan ;

m. pelaporan  hasil pelaksanaan tagasnya kepada Kepala Bagian
Pemetintahan ;

n. pelaksanaan tigas kedinasan lain yang diberikan oleh Kcepala Bagian
Peracrintahan scsua dengan lugas dan lungsinya

Pasal 13

Sub Bagian Kerjasarma sebayaimana dimaksud dalarmm Pasal (0 ayaf ()

huruf ¢, mempunyvai tugas melaksanakan Kegiatan kerjasams lintas

sekioral, demgam Pemenntah  Pusal, Peamerinlab  Propinsi,  antar

Daerah/Kabupaten/Kata, dan Pihak Ketipa.

Dalam melaksanakan topas schapaimana dimakswd pada avat (1), Sub

Bagian Kerfasema menyelenggarakan famgsi

A penyustman  pehsnjuk  pelaksanaan  kerjasama  dalam bidang
pemeniniahan, ekonomi pembangunan dan sosinl budaya denpan
Pemerintah Pusat, Pemenintah Propinsi, antar Daerah/Kabupaten/Kota,
dan Pihak Kctiga ;

h. Penyiapan hahan anslisis data poiensi kerjasama dongan Pamerindah
Pusal, Pemerintah Propinsi, antar Dagrah/Kabupaten/Kota, dan Pihak
Ketiga;

¢. Penyispan babhant perumusan  kebjjakan ketjasamsa i Bidang
pemerinlahan ekonomi. pernbanpuman dan sesial budaya ;



d. penyiapan bahan perumusan kebijakan dan penyeiesaian permasaiahan
antar Pemerinlah Daerah ;

e. pengkoordinasian kegiatan kerjasama  lintas  sekioral  denpan
Pemerintah Pusal. Pemerintah Propinsi. antar Dacrab/Kabupaten/Kota
dan Pihak Ketipa ;

f. pelaksansm kopgatan k clatarasabaan ;

g pelaporan  hasil peluksanasn  tuppsnya kepada Kepala Bagian
Pemeriniahan ;

h. pelaksanaan fugas kedinazan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pemerintahan sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Paragraf 2
Hagian Hokum
I"asal 14

Bagiazn Hukum mcmpunyai mgas membantu Asisten Pemenntahan dan
Kasejahtersan Rekyst dalem menclii perumusan  peratursm  perundang-
undangan, tclaahan hukum, memberikan bamiuan hukum, den mempublikasikan
produk hukum.

Pasal 15

Dalam mglaksanakan tupas scbagaimana dimaksud pada Pasal 14, Dagian
Hukum menyclengparakan firgsi :

.

b.

C.
4

P

(1)

(2)

(D

penelitian dan perumusan produk hukum daerab dan peraturan perundang-
unklengzn ;

penelashan dan pengevaluasian pelaksanaan produk hukum daerah ;
penyiapan rancangan Peraturan Daegah ;

penghimpunan peraturan  pernidang-undangan, pendokumeniasian dan
mempublikasikan produk. hukum ,

pemberian  pertimbangan dan bantuan hukwm kepada semuma unsur
Pemerintzh Dacrah atas masalah yang timbul dalarn pelaksanaan gas;
pelaksanaan wruzan pertanshan yanp menjadi bidang tugas kewenangarn
Pemerintah Daerah ;

pelaksanaan kepiatan ketatausahaan ;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

pelaksanaan tgas kedinasan lain  yang diberikan oleh  Asisten
Pemerintahan dan Kesejahieraan Rakyat.

Pasal 16
Bagian Hukum, me-mbawahi :
a. Sub Bagian Peraturan Penwdany — wndangan ;
b. Sub Bagian Hanhun 1 lukum ;
¢. Sub Bagian Dokumentasi Hulm.
Masing-masig Sub Bapian sebapnimana dimaksud pada eyat (L),
dipimipin olech Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertangremg jawab kepada Kepala Bagian Hukum.

Pasal 17
Sub Bagian Peraturan Pemundang—undangan sebagaimana dimaksod dalam
Pasal 16 ayat {1} hurof 2, mempunyai tupas meneliti perumigan tancangan

peraturan  perundangundangan,  menclaah dan mengevaluasi
pelaksanaannya



(2)

(1)

{2)

Dalam melaksanakan tugas sehugaimana dimakeud pada ayat (1), Sub
Bagian Peraturan Penmdang-undanpan, menyclenggarakan fungsi -

a.

b.

pemantauan perkembanpan hukum pada umumnya den khususnya
vamg menyangkul lugas Pemenntah Daceah ;

pengadaan penelitian, pengumpulan, dan pengolaban data hukum
yanp berhubungan dengan tuyas Pemeriniah Dacrah ;

pentyiapan Rancangan Peraturan  Daerah dan  penelitian peoduk-
produk hukum lainnya :

penclaahan dan pengkajian peratiran perundang-undangan ;

e. pepelitian dan pengevaluacian pelaksanaan produk hukum daerah ;

s

pelaksanaan  sosialisasi peraluran  perundang-undangan  yang
berhubungan dengan tugas Pemerintah Daerah :

peluksanaan kegiatan ketatausahaan |

pelaporan hasil polaksanaan tagasnya kepada Kepala Bagian Tukum;
pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Hukum sesuai dengan tugas dan fungsinya,

Pasal 1%

Sub Bagian Bantuan lukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat
{1) huruf h, mempunyai tugas memberikan pelayanan bantuan hukum,
menyelesaikan masalah hukum din melaksanakan penyuluban hukum,

Dalam melaksanakan lugas sebagaimans dimaksud pada ayat {1), Sub
Bagian Banluan Huokum, menyelengparakan fungsi

a.

b.

e o0 o

penyelesaian persoalan-persoalan hukum yang menyangkut bidany
tugas Pemerintah Dacrah ;

pemberian bantuan hukwm kepada Unsur Pemerintah Daerah dalam
hubungan kedinasan ;

pemberian pertimbangan wrusan pertanshan yang meniadi bidang
tugas Pemerintah Daerah, melipuli :

1. pemberian rekomendast ijin lokasi ;

4. membentu penyelenggaraan pengadaan lanah untuk kepentingan
umm |

1. membantu penyelesaian senpketa tanah parapan |
4. mcmbantu penyelesajan masalah ganti kerugian dan santunan
ilalam pengadaan tenah uotuk permbangunan ;

membaniu penetapan subyek dan obyek redistribosi tanah seria
ganti kerugian tanah kelebihan maksimun dan tanah obsentee ;

Lh

6. membaitu penyelesaian masalah tanah ulayat ;

7. membantu pemanfaatan dan penyelesaian masalah tanah kosong
8. pemberian rekomendasi membuka tanah ;

¥. membantu perencanisan penggunas tansh wilzyah Kabupsten
penyelenggaraan penyulihan hukoom ;

pelaksanaan kegiatan ketatausihian ;

pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Hukum :
pelaksanaan  tugas  kedingsan lain yang diberikan elch  Kepala

Hagian Hukum ssuai dengan lugas dan fungsinya,



(1)

{2)

1

Fanald 19

Sub Bagan Dokumentasi Hukum sehagaimana dimaksd dalam Pasal 16

avat (1% huuf ¢, mempunyai mpas melakokan pengumpulan bahan

dokurnentasi, publikasi, media, pelayanan  kepustakaan dengan

menerbitkan [embaran Daerah, Berita Naerah, Bulletin Informasi [Tukum,

Himmpunan Peraturzn Daerah dan Peramran Bupati sertz  Himpunan

Peramran Penmding-undangan  lainnya, serla melakukan  Analisis

informasi Peratran Perundang-undangan.

Dalam melaksanakan umas sebagaimana dunaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Dekumentasi Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. pencarian dan pengpumpulan balum dokuwmentasi mengenai produk-
prowduk hukum ;

b. pencibiten Lembaran Dacrah, Berita Daerah, Bulletin Infirmasi
1 kom -

c. I'embuaian bukuy Himpenan Perahman Daerah, buku Ilimpunan

Peraturan Bupali, buku Himpunan Peraturan Perundanpg-undangan

lainmva ;

permublikasian serts penyebarluasan produk-produk bukum ;

penyadaan livsratar bukuom ;

pelayanan dan mengelola perpustakaan hukum ;

pelaksanaan kegiatan ketptausahazn |

pclaporan hasil pelaksanaan lugasnya kepada Kepala Bagian 1hukum ;

pelaksanaan lugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Hulkum sesuai dengan tugas [ungsinya.

ol S

Paragraf 3
Bagian Hunas
Pasal 20

Bagian Humas mempunyai togas membanlu  Asisten Pemerintahan dan
Kesejahteraan Rakyat dalam upaya membangun citm (image building)
organisasi Pemerintah Kabupaen Situbondo, meladn kegiatan kehumasan baik
ke dalam maupun ke luar organisasi.

Pasel 21

Dalnm meluksanakan tugas scbagaimana dimaksud dalam Pasal 20, Baman
Humas menvelenggarakan lumgsi :

a.

b.

o

ol R

penpumpulan  bahan koordinasi dan pembinaan peleksanaan tentang
pengembengan Humas

penyiapan penyusunan program da petunjuk pelaksanman di bidang
Hubunpgan Masyarakat ;

pelaksanaan pembinaan, evaluasi dan koordinas: di bidang pengembangan
Hubungan Masvarakat ;

perencanaan di bidang Hubungan Masyarakal ;

pelaksanaan pencitraan Orpanisasi Memerintgh Kabupaten baik ke dalam
maupun ke fuar ;

pendokumentasian Berita ;

pelaksanaan kegiatan ketwtawsahiaan ;

pelaporm hasil pelaksanaan gns ;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yvang dibenkan oleh Asisten
Pemerintahan dan Kesejahieraan Rakyat.



(1)

(2)
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{2)
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11

Pasal 2X
Bagian Humas, membawahi -
3. Hub Bagian Pemberitaan dan Dolktoamentas |
b. Sub Bagian Protokol ;
¢. Svb Bagian 1 lubungan Komusilas dan Media.
Masing-masing Sub Bagian sebapaimana dimaksud pala ayat (1),
dipimpin nleh Kepala Sub Bagian vang dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hurmnas.

Pasal 23

Sub Bagian Pemberitzan dan dokumentasi sehagaimana dimaksud dalam
Pasal 22 ayat {1) hurul a mcmpunyai tugas mengimpulkan dan
menganalisis informasi untuk bahan kebijukun Bupati, melakukan
penyajian  data. perckaman dan  pameran, melaksanakan kegiatan
pemberitaan baik melalul media cctak maupun media etektrondk guna
memperjelas  kehijakan Bupati  seria  mendisiribusikaonya  kepada
masyarakal
Dalam melaksanakan tugas sebapaimana dimaksid pada ayal (1), Sub
Bapian Pemberitaan dan Dokumcentasi, menyelenggarakan fungsi :
a  pencarian, pengumpuian, penyaringan, pembuatan  kliping  dan
penpanalisa  informasi  Pemenntah Pusat, Pemenntah Daerah,
Masyarakat dan Organisasi LEM ;
b. penyiapan hahan-baban dalam rangka pelipuwtan  acara’kegiatan
Pemerintah Deerah dengan media snara awan gambar
penyebarluasan dokumentasi fo wntuk bahan pemberitaan ;
4. pemyiapan bahan — hahsan pemberitaan sesuai dengan petunjuk yang
dibenikan oleh Bupalti 5
¢. penyusunan dan penyajian berila lentang kepiatan Pemerintah Daereh ;
. peayiapen rencana pelipuian acara kegiatan Pemerimtan Daerzh |
. penyusunan bahan pemberitaan Bacrah untuk mendistribusikzn ke unit
lingkungan Pemerintah Daerah ;
h. pendokumentasian kegistan Pemerintah Darah dalam benwuk audic
vigual ;
penghimpunan dan dokumentasi naskah pidato Bupati ;
relayanan dan mengelola perpustakann sekretariat daerah ;
perxlokumentasian kegiatan Bupat: ;
pelaksanaan kegiatan ketatansahaan ;

. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian  Humas ;
pelaksanaan weas kedinasan Lun yang, diberkan oleh  Kepala
Bagian Humas sesuai dempan tugas dan fungsinya.

o

—_
r

T

Passl 24

Sub Bagian Protokol schagaimana dimakswd dalam Pasal 22 ayai (1) humf
b. mempunyai tugps mercncanakan dan  melaksanakan  kegialan
keprotokolan dalam lingkup Pernerintah Daerah.

Dalam melaksanakan tegas sehapaimana dimaksud pada ayet (1), Sub

Bagian Protokel, menyelenggarakan [ungsi :

a. penyusunan pedoman teknis pelaksanaan keprotokolan ;

b. pelaksanaan bimbingan teknig keprotokodan ;

¢, penyiapan dan pengaturan penerimaan tamu-lamu Femertintah Daerah
vang berhak mencrima pelayanan keprotokolan ;



(1)
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d. penyiapan dan pengamiran pelaksansan segala bemtuk acara yang
dilak=anakan oleh Pemerintah Daerah ;

e. pelaksanaan kegiatan keltatawsahaan ;

1. pelaporan hasil pelaksenaan tugasnya kepadz Kepala Bagian Humas ;

g. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
fhemas sesuad dengan tugas dan funpsinya,

Pasal 25

Sub Bagian Hubungan Kommmitas dan Media scbapaimana dimaksud

datam Dasal 22 ayat {1] huruf ¢, mempunysl fugas wmelaksanakan

schagian wgas Hubungan Masyarakar di bidang Hubungar Kemunitas dan

Media.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pads ayat (1), Sub

Bapian Hubungen Komunitas dan Media menyelenggarakan fungsi :

a. pelaksanaan kerjasama kemitraan antar Pemerintah Dacrah dan Media;

b. pengembangan fungsi badun koordinasi hubungan masyarakat ;

c. penyerapan informasi di bidang kemasyarskatan yeng berasal dari
masyarakal umum alan organizasi kemasyarakatan sebagei bahan
pettimbangan pencrapam kebijaksamaan pemeriiah deerah |

d. pengiriman berita kegiatan Bupati melalu situs resmi Pemerintah
Daerah :

e. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan |

pelaparan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Humas ;

g. pelaksanazm tugas kedinasan lain yany diberikan oleh Kepala Ragian
Humas sesuni dengan lugas fungsinya.

=

Paragrafl 4
Bagian Kescjahteraan Rakyat
Pasal 26

Bagian Kssejahteraan Rakyal mempunyal tugas membantu  Asisten
Pemerinichan dap Kesejabtersan Rakysr dalam melaksamakan penyiapan
kehijakan penyelenggaraan sosial, ketcoagakerjaan, pendidikan, dim
kebudayaan, serta koordinasi penyelenggaraan di bidang sosial keagamaan

Pasal 27

Thlam melaksanakan tugas sebapgaimana dimaksud dalam Pusal 26, Bagian
Kesciahternnan Rakyat menyclenggarakan fungs:

a

b.
C.

R

penyusunant pedoman dan petunjuk teknis pembinaan di bidang sosial
keagamaan, sosial kemasyarakatan, dan kesciabteraan masyarakat |
pembinaan mental dan spiritual ;

pemantauan penggunasn hantuan dana yany disalurkan melalui Bagian
Kesgjahterssn Rakyat ;

pelaksanazn kegiatan ketatansahaan ;

pelaporan hasit pelaksannan tupas |

pelaksanaan  tugas kedinasan lain yang diberikan olsh  Asisicn
Pemerimtahan den Kesejahterann Rakyat.



(1)

2)

(1}
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FPasal I
Hagian Keseyahteraan Radcvat, membewahi :
2. Sub Bagian Sosial Kemasyarakatan ;,
b. Sub Bapian Sosial Keapgamaan ;
¢. SubRagian Kesejahlermn Masyamkal
Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimakswd pada avat (1),
dipimpin oleh kepala Sub Bagiam yamg dalam melaksanakan togasnya
berada di bawah dan bertangpung jawab kepada Kepala DBapian
Kesejuhleruan Rakyat.

Pasal 29

Sub Begian Sesial Kemasyarakatam sebagaimana dimaksud dalar  Pasal

2% ayat (1) hwnaf 8, Wmempunyat ugas melaksonakan koordinasi kegiatan

Sosial Kemasyarakatan,

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Sosial Kemasyarakatan menyelenggarakan funpsi :

1 pengkourdinasian perumusan kebijakan  kegpiatan  sosial
kemasyarakalan |

b. penganalisaan data bantuan kepada masvarakad dan lembaga sosial |

c. pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyaloran bantuan Pemerintah
kepuxda masyarakatl dan lembaga sosial ;

d. pelaksanasn keginlan ketatausahaom ;

e. pelapocan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bapian
Kesejahteraan Rakya ;

f. peclaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dagian
Resejahteraan Rakyat sesua dengan tugas dan fungsinya.

Fasal 30

Sub Bagisn Sesial Keagamann sebagaimmna dimaksud dalam Pasal 28

ayal (1) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi dan

memantau kegiatan Sesial Keagamaan,

Dalam melaksanakan tugas schapaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Sosial K eagamaan menyelengearakan lmpst :

a. pengkoordinasian pembinaan terhadap sarana keagamaan, lembagn
keagumaan dan kehidupan beragama ;

b. penginventarisasi perrmasulaban sarana peribadatan, sarana pendidikan
agema. dan lembapa keaysrmaon,

c. pemantauan perkembangan sarana keagamaan, kembaga keagamaan
dam kehidvpan beragama ;

d. pelaksanaan kegiatan ketitausahaan ;

e. pelaporan basil pelaksansan tupasoya kepada Kepala Bagpian
Kesajahteraan Rakyat .

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kesejahteraan Rakyat sesuai dengan tugas dan tungsinya.

I'asal 31

Sub Bagian Kesejehteraan Masyarakat sehagaimana dimaksad dalam
Pasal 28 ayat (1)} huruf ¢, memapunyai migas melaksanakean kpordinasi dan
mernan g kegiatan kesejahteraan kemasyarakatan,

Dalam meclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat {1), Sub
Bagizan Kescjahteraan Masyarakat menyclengparakan fungsi :
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a pengkoordinasian pelaksanaan pembinaan kegistan kesejafierann
masyarukal yang melipoti @ tenaga kerja, kesehatan masyarakat,
pendidikan, olah rapa dan pernuda, pemberdayaan lamjut wsia sétta
peranggulangan dampak sosial ;

b. pemantanan pelaksanapen kegintan kesejuhterasn masyarakat yang
meliputi - tenaga kerja, kesehatan masyarakat, pendidikan, olah raga
dan pemuda, pemhenlayaan langut usia serta penanggulangan dampak
sosial ;

c. pengkoordinasian kegialan kerjasama dalam rangha  peningkatan
kesejahteraan masyarakat ;

d. pelaksanaan kegiatan ketatansahaan ;

e. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kcpala Bagian
Kresejahteraan Rakyat ;

f pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Kcsegahicraan Rakyat sesuni dengan tugas dan fungsinya.

Bagizn Keempxat
ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN
Pasal 32

Amisten Perekonomiah dan Pembangunan mempunyai  lugas membantu
Sekretaris Daerah dalam melaksanakan penpkecordinasian, pembinaan, den
perumissan kebijakan Pemerintab Duerah di bidanp adminisirasi pembengunan,
sosial, dan perskonomian.

I'asal 33

Dalam melaksamuan ugas sebapaimana dimaksud dalam Pasal 32, Asisien

Perckonomiian dan Pemnbangun:m menyelongearakan fungsi :

a  pengkoordinasian kegiatan Bagian Pembangunan dan  Bagian
Perekonomian ;

b.  pemantanan dan pengendalian kegiatan Bagian Pembangunan dan  Bagian

Perekonomian ;

pengkaordinasion bidang agama ;

pelaksanaan kegiatan ketatsusahasn ;

pelaporan hasil pelaksanaan tugas ;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sekretaris Dacrah.

—ean

Pasal 34

(}) Asisten Perckonomian dan ernbangunan, membawahi -
a. Bagan Pemhangunan ;
b Bagian Perchonomiag,
2} Masing — masing Bagion sehapaimana dimaksud pada ayal {1), dipimpin
oleh Kepala Bagian yang berada dibawah dan benianggung iawab kepada
Asisten Perekonomian dan Pembangunan.

Paragraf 1
Bagian Pembangunan
Fasal 35
Bagia Pembanpunan mempunyai tugas membantu Asisien Perekonomian dan
Pembangunan dalam melaksanakan penyusanan petunjuk wmum dan pedoman

kerja, pengendalian dan penyusunan laporan administrasi pelaksansm program
pembangunarn.
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Pasal 3o

Dalam melaksanakan tugas sebagaimanas dimaksud dalam Pasal 35, Bagian
Pembangunan menyenggarakan fungsi -

a.

h.

oA

()

(2)

{1)

{2)

{1

(2}

pengumpitlan bahan penyusunan pedoman pelaksanaan program tahunan
pembangunan dacrah ;

pclaksanaan pengendalian  administrasi  pembangunan  yang  dibsayai
APBD, APBD Propinsi, APBN, dan sumber dana pembangunan Jainnya ;
pengumpulan bahan dan pengolahan date pelaksanaan pembangunan yang
dibiayni dari APBD, APBD Propinsi, APBN dan sumber dana
pembangunan lairmya ;

penytsunan laporm pelaksansan program pern batgunm ;

pelaksamann kepiatan kotatausahaan ;

pelaporan hasil pelaksanaan fogas |

pclaksanasan  tugas kedinasan lain yang diberikan oleb  Asisten
Perekonomian dan Pembangunan,

Pasal 37
Bapian Pembanguman, membawahi :
a. Sub Bagian Penyosiman Pelaksanaan Pemnbangunan
h. Sub Bagian I'cngendalian Pelaksanraan Pembanpunan ;
c. Suh Bagian Pelaporan Adminisires Pelaksaaan Pemnbangunar.
Masing-masing Sub Bagian scbagaimana dimeksud pxin ayat (1),
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya

berada di bawah dan  bertangpung jawab kepasxla Kepala Bagian
Pembangunarn.

Pasal 38

Sub Bagian Penyusunan DPelakesmaan Pembangunan  sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 37 ayal (1) aoruf o, memputya tugas menyasan

petunjuk umum dan pedoman kerja peloksanaan program pembangunan

daersh.

Dalarm melaksanakan tugas scbhagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Penyusonan Pelaksanaan Pembangunem menyelengparakan

[umgsi ;

b, Penyusunan petunjuk wnum dan pedoman kera pelaksanean program
pembangunan daetah yang dibiayai dan dana ATBD Kabupaten,
APBL Propinsi. APBN maupem surnber dana lainmys ;

¢. pelaksanaan kegialan ketatausahaan ;

d. pelaporan hasil pelaksanaan tugnsnya kepada Kepala Dagian
Pembangunan ;

¢. pelaksannan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pembrmgunan sesudi dengan tugas dan fimpsinys.

Pasal 3Y
Suh Bapian Pcnpendalian  Pelaksanaan Pembangunan sebagiamana
dimaksud dalam Pasal 37 ayat () huraf' b, mempunyat tugas memantau
dan mengendalikan pelaksanaan program pembanguman daerah.
Dalam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Pengendalian Pelaksanasn Pembangunan  menyelenggarakan
fungsi :



(1)

(2}
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a. pemantfauan dan pengendalian perkembangan peiaksanaan program

pembangmunen yang dibiayai dari dana APBD Kabupatcn, APBD
Propinsi, APBN maupun sumber dana lainnya ;

b. pelaksanaan kegiatan ketalausahaan |

c. pelaporan hasil pelaksanasn  wugasnya kepada Kepala Bagian
Pembangunan ;

d. pelaksanaan rugas kedinasan lain yang diberikan olch Kepala Bagian

Pembangunan sesual dengan tugas dan fimgsinya.

Pasal 40

Sub Bagian Pelaporan Administrasi Pelaksanaan Pembangunan
schagaimans dimaksud dalam Pased 37 gyat {1} huruf ¢, mempenyar tupas
menyusun laporan pelaksanamn program pembangunan dacrah.

Dalam melaksanskan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian  Pelaporan  Administrasi  Pelaksanaan  Dembangunan

menyetenggarakan fungsi :

& penyusunan laporan peleksanasn program pembangunan yang dilisyai
duri dana APBD Kabupaten, APBD Propinsi, APBN maupun sumber
dana kainnya ;

b. pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

c. pelaporan  hasil pelaksansan  tugasnys kepada Kepala Bagian
Pembangunan ;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lan yang diberikan oleh Kepala Bagian
Pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Bagzian Perekonomian
Pasal 41

Bagian Perckonomian mempumyai lugas membantu Asisten Perckonomian dan
Pembangunan dalam melakranokan pembinaan BUMD. dan  peruinosan
kebijakan perekoncemian.

Pazal 42

Dalam melaksanakan tugas schagmmana dimaksud dalam Tasal 41, Bapian
Perckonomian mempunyai fungrsi

.

b.

e he s

penyusuian program dan petunjuk pelaksanaan di hideng perekonomian,
sarana produksi, dan pengembangan teknologi ;

pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang perckonomian, sorana
produksi, dan pengembangan leknologi ;

penunusan kebijakan pengelolaan dan pengembangan BUMD ;
pelaksanasn Penanamin Medal / Investasi Daeeah ;

pengkoordinasian perijinan penanaraan modal di daerzh ;

pelaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

pclaporan hasil pelaksanaan mgas ;

pelaksanaan tugas kedinasan Jamn  yang diberikan oleh  Asisten
I'erekenormian dan Pembanpgunan.

Pazal 43

(1} Bagian Perckonomian, membawahi

a. Sob Bagian Sarana Produksi ;
. Sub Bagien Pembinaan Perekonomion dan Penanaman Moedal ;
¢. SubBapian Pembinaan BUMIL



(1
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Masiny-musing Sub Bagian scbagimans dimmksod peda ayat (1), dipimpin
olech Kepala Sub Dagian yonp dalam melaksanakan twgasnys berada di
hawah dan bertanpguny jawab kepada Kepala Bagian Perckooumian.

Pasal 44

%ub Nagian Rarana Produksi sehagsimana dimaksod dalam Pasal 43 aya
(1) hvra¥ &, mempunyal meas melsksanakan koordingsi dan memantnu
kegiatan Sarana Produksi.

Dalam melaksanakan tupas schapaimana dimaksud pada avat (1), Sub

Bagian Sarana Produksi menyclcnpgarakan fungsi :

a. pengkoordinasian pembinaan nsaha peningkatan produksi kehutanan,
perkebonan, povikanar dun kelutan, pertsnisn, peternaken, den
perlambanyan dan energ sumber dava mineral

b, pengkoordinasian pelaksanaan usaha peningkatan produlsi kehotanan,
perkebunan, perikaman  dan  kelawian, penanian,  petornakan,
portambangan dan cnerel snmber daya minersl;

¢. pengkoordinasian  pomantauan  dan  cvaluasi  terhadap  usaha
peningkatan produksi kehulanan, pockebunan, perikapan dan kelautan,
pertanian, peternakan, pertambangan dan energi sumber dzaya mineral ;

d. pclaksanaan kcgiatan korataesahas ;

¢ pelaporan  besil  pelaksanpan  tugasnya kepada Kopala Bagian
Perekononyan ;

1. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perckunumian seswrn demean tugas don Munpsinya

Pasal 45

Sub  Dagian  Pembinaan Perekonomian dan Pensnaman  Modal
sebagnirmans dineaksad dalam Pasal 43 syat (F) ool b, mempunys regas
melaksanakan  koordinasi  dam pemamavan kegiatan  Pembinaan
Perckonomian dan Penanaman Modal.

‘alam melaksanakan tugas schagaimana dimaksnd pada ayat €1), Sub
Bagian  Pemthinaan  Perekonomian dan Penspmmar  Medal

menyelenggarakan fungsi ;

a. pengkoordinasian pembinaan pepingkatan usaha di  bidang

perhubimgan, kepariwisataan dan sarana perekonomian ;

pengkoordinasian pembanzan Jemtags kevangan & Daerah |

pengkonrdinasian Penanaman Modal / Investasi Dacrah ;

pengkoordinasian pemberian iiin penanaman modal di dacrah ;

pelaksinaan keglalan kelatsusahaan :

pclaporan  hasit polaksanam  tugasnya kepada Kepala lagian

Ferekpnoanian ;

g, pelaksanasn tugas kedinasan lain vang diberikan oleh Kepala Bagian
Perekonomian sesnai dengan tugas dan fungsinya.

M wh o

Fasal 46
Sub Bagian Pembingan BUMD sebagaimana dimaksod dalaon  Pasal 43
ayat (1} horel o, mompuoyal tegas melaksamalom  koordinasi  dan
pemantauan kegiatan pembinain BUMDL
Dalam melaksanakan tupas schapaimana dimakswd pexls aysl (1), Sub
Bagian Pembinaan BUMD mempunyai funysi
a. pengumpnian, penganalizaan daia dibidany BUMD ;
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b. penyiapan penyusunan petunjuk pelaksanasn dibidang pengembangan
BUMD

¢. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis dan rencana di bidang
BLIMDD ;

d. pemantauan dan pelapuran dibidang BUMD ;

£ pelaksansan kepistan kelatapsakeem ;

f pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian
Perckonomaan ;

g. pelaksanaan tugas kedinassn lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Perekonomian sesuai dengan biduny (ueas dan funpsinya.

Bagian Kelima
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM

Pasal 47
Asisten Administrasi Umum moempanyal tugas membantu Sckretaris Dacrah
delgm melaksanskan pengkoordinesian, permbinoan, den penumusan kebijakan
Pemerintahan Daerah di bidang Orpganisasi, Tata Ussha, Umum, dan
Perlengkapan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagnimana dimaksud dalam Pasal 47, Asisten

Admintsteasi Umum monyclengparakan fimpsi :

a.  pengkoordinasian kegiatan Bagian Organisasi, Bagian Tata Usahs, Bagian
Umum, dan Bagian Perlengkapan .

b. pemantauan dan pengendalian kegistan Bagian Orpanisasi, Bagian Tata
Usaha, Bagian Umum, dan Bagian Perlengkapan ;

¢.  pelaksanaan kegiatan ketatausahasn ;

d.  pelaporan hasil pelaksanaan fugas ;

e. pelakzanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Sckretans Dacreh.

Fusul 49
(1) Asisten Administrasi Unoum, membawahi :
g Bagian Organisasi ;
b. Bagian Tata Usaha ;
¢. Baglan Umum
d. Bagian Perlengkapan.
(1} Masing-masing Bagian scbagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin

oleh Kepala Bagian yang berada di bawuh dan bertanggung jawab kepada
Asisten Administrasi Unmwum.

Paragraf 1
Bagion Organicasi
Pasal 50
Bagian rganisasi mempunyai tugas membantu Asisien Administrasi Umum
dalam melaksanakan perumusan dan pedoman petunjok teknis pembinasn

anahisis dan formasi jabatan, kclembagaan, kelatalskesnasn, dan peningkatan
kinerja.
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Faszal 51

Nalam melakemakan tugas sebagaimana dimaksed dalam Pasal 50, Dagian
Otganisasi menvelenggarankan fungsi -

il.

=g

(1)

(2)

(1)

(2)

pengumpulan dun pengolahen buban uniuk pelaksamssn dan pemanfastm
serta evaliasi hasil analisis dan formasi jabatan ;

pengumpulin dan pengolahan data sehagai bahan penalam kelembapmnn
pembinaan ketatalsksanasn yang melipuli 2l kerja, melode kerja, dan
prosedur kerja ;

penpumpulan bzhan keordinasi dan pembinsan pelaksanasn  tentang
penpembangan kincrja, akuntabilitas kinerja, dan pelaporan  kincrja
arganisass Perampkat Dencral ;

penyiapan penyvusunan program dan petunjuk polaksanaan di bidang
pengembangan  kinerja.  akuntabilitas kinerja, dan pelaporan kinena
organisasi Perangkat [Macrah ;

pelaksanaan perabinaan, evaluasi dan koordinasi di bidunyg pengembangan
kinetia, aluntabititas kinerja, dan pelaporan kinea orpanisasi Perangkat
Deerah ;

pelaksanaan kegiatan ketateusahann ;

Pelaporan st pelakosanaan Logas ;

peluksinaan  teyas  kedinasan  Jain yang  diberkean  oleh  Asisten
Administeasi dan Umum.

Pasal 52
Bagian Organisasi, membawahi
a.  Sub DBagran Analisis Jabaton den Kelembagaan ;
b Sub Bagian Talalaksana ;
c.  Sub Bagian Peningkstan Kinerja,
Maging-masing Sub Bagian schagaimana dimaksud pada avat (1),
dipimpin olch Kcpala Sub Bagian yenp dalam melaksanskan (wugasnva
berada di bawah dan bertanggemg  pawab kepada Kepala Bagian
Chrganisasi.
Pesad 53
Sub Bagian Analisis Jabatan dan Kclembagaan sehapnimana dimaksnd
dalam Pasal 52 ayal {1} husel a, mempunyal tagas melaksanakan analisis
dan tormasi jabatan, penyusunan dan mengevaluasi Strukoner Orpanisasi,
Tugas dan Funsi Peranpkat Daerabh dalam rangka penycmpornaan,
pemantapan dan pengembangan organisasi perangkal daerah.
Dalam melakasanakan tugas schagaimana dimaksd peda ayat {13, Sub
Bayian Analisis Jabatan dan Kelerabagaan menyelenpearalan fungsi
a. pengumpilan dan pengolshan  bahan  untuk  pelaksanasn  seria
pemanfaatzn hasil anatisis dan formasi jabatan ;
b. peclaksanaan evaluasi hasil amalisis dan formasi jabatan di lingkongan
'emerintah Dagmah ;
c. pongmpulan din pengolahan bahan ik penyusunan formasi
jabatan ;
d. penyusunan Sirukur Organisass Peranpkat Deerah ;
penyusunan 1ugas dan Fungsi Craanisasi Peranghal Daerah ;
f. pemantanan dan pengevaluasian Struktur Orpenisasi, Tugas dan
Fungsi Peranpgkat Diacrah ;
pelaksanaan kegiatan ketatavsahaan ;

w

"
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(2}

(1)

(2}
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h. pelaporan  hasil pelaksenaan tfugasnya kepads Kepala Bagian
COrpanisasi ;

i. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
Orpganisasi sesuai dengan lugas dan fungsinya.

Pasal 54

Sub Bagian Tatalaksana schapaimena dimuksud dalam Pasal 52 ayat (1)

bund b, mempunyai mgas melaksanakan pembinsan dan mengevahuasi

pelaksanaan ketatalaksanaon administrasi Perangkat Dacrab.

[Dalam melaksanakan tapas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub

Bagian Tatalnksana menyelenggarakan fungsi :

a. pembinaan tefa maskab dinas bagi Perangkat Daecrah, Apamt
Kecantatan dan Desa/Kelurahan ;

b. penyusunan petumjuk/pedoman tata mieskah dinas |

¢, penvusunan petunjuk dan pedoman kode wilayah dan kode komponen
nstansi ;

d. penyusunan pedoman pakaian dines pegawal den pejabat di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Siluborndo ;

€. pembinaan, pemantanan dan mengevalwasi insiansi pelayanan publik ;

f pelaksanaan penangaman pengaduan pelayaman publik Pemerintab
Kabupaten Situbondo ;

¢. penyosunan  fodeks  Kepuasan Masyarakat [nstansi  Pelayanan
Pemcrintah Kabupaten Situbondo ;

h. pelaksannan Pengawasan Melekar (WASKAT) di lingkungan
Pemerintah Kabupaten Situbondo ;

i. penghimpunan hasil kegiatan Pengawssan Melekat (WASKAT) di
lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo ;

j. pelaksanaan kegigtan kctatansahaan ;

k. pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kcpala Bagian
Organisasi |

[. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan olch Kepala Bagian
Organisasi sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

Pazal 55

Sub Bagian Peningkalan Kinerja sebagaimana dimaksud datam Pasal 52

ayal (1) huruf ¢, mempunyai fugas pembinaan, pengevaluasian,

pengkvordinasian dan pemantauan penpembangan kinerja, Akumtabilizas

kinerja Permgkat Daerah, dan melaksanakan penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja.

Dalam mreloksanakan tegas sehagamans dimaksud peda ayat (1), Sub

Bagian Peningkatan Kinerja. menyelenggarakan fungsi

a. perwmusan pengembangan kinetja ;

b. penvusunan petonjuk pelaksanaan pengembangen kinerja ;

c. pembinaan evaluasi dan koordinasi pengembangan kinerja ;

d. penghimpunan dan koordinasi dengan Perangkat Diacrah se-Kabupaten
Situborio dalam rangka budaya kerja Kabupailen Siwbondo ;

¢, pengumpulan, anpliza data dan koordinasi pelaksanaan Laporan
Akuntshititas Kinerja (LAKIP} ;

f. penyiepan bahan perumusan kebijakan Eaporan Akuntabilitas Kinerja

(LAKIF) ;

penyusunan Laporan Akumtabilitas Kinerja (LAKIF) Kabupaten ;

pembinaan dan menitoring Akuntabilitas Kinega (AKIP) ;

7@
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i. penghimpunan dan koordinasi dengan Persngkat Daerah se-Kabupaten
Situbondo dalam rangka penyusunan Akuniabilitas  Kinerja ;

i. penyusunan penctapan kincrja Kabupaten

k. pengumpulan, analisa data dan koordinasi pelaksanzan penetapan
kinerju ;

1. penerapan 150 ;

m. pelaksanaan keginatan ketatausahaan ;

n, pelaporan hasit pelaksanaan  fugasnya kepada Kepala Bagian
Crganisasi ;

0. pelaksanasn tugas kedinasan lain yang diberikem oleh Kepala Bagian
Organisasi sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Paragraf 2
Ragian Tata Ussha
Pasal 56
Bagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi [hmum

dalam melgksanakan pengumpulan dian pengelolahan batan penyusunan data
kepegawaian, keuangan, perencanaan dan pelaporan Sekretatiat Dacrah.

Pawal 57

Dalum mefaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Bagian Tata

Usaha menvelenggarakan fungsi :

a. pengumpulan, pengolahan, dan penganalizaan data seria mempersiapkan
dibidang kepegawaian ;

b. pengumpulan dan pengolahan data serta penyiapan penyusunan program
petunjuk teknis pembinaan dan pengembangan pegawai  Sekretarist
Diazrah ;

¢.  pengompulan bahan penyusunam, perdhahan dan perhitungan APBD
Bektetariak Daerah ;

d.  pengelolaan administeasi kcuangan Sckretariat Daerah

e. pengujizm kebenaran penagihsn dan penerbitan Surat Perintah Membayar
[Tang {SPMU) ;

f.  penpumpulan dan penpelolihan bahan penyusunan data perencanssn dan
pclaporan Sckredariat Daerah

u. pclaksansan kegiatan ketatausahaan ;

h. pelaporan hasi pelaksanaan mgas ;

i, pelaksanzzn  tugas kedinasan lain yang  diberikan  oleh  Asisten
Administrasi Umum,

Fazal 38
(1) Bagian Tata 1Jsaha, memhawahi :
a Sub Bagian Kepepawaian |
b. SubBagian Keuangan
€. Sub Bapian Perencanaan dan Pelaparan
(2) Masing-masing Sob Bagian scbapaimana dimeakaud pada ayat (1),
dipmpin oleh Kepala Sub Bagian vang dalam melaksanakan tupasiys

berada di bawah dan berlanggung jawab kepada Kepala Bagian Tata
Usaha.



{1}
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{1

{2}
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Pasal 5%

Sub Bagian Kepegawaian Sckretariat Daerah scbegaimana dimaksud

dalamn Pasal 5B aval {1} humf 2 mempamys sepas owlakeanaban

pengevaluasian, pengkoordinasian  dan  pemantanan  pengembanpan

kepegawaian pada sekretariat Dactah.

Dialam mclaksanakan tugas sebagaimana dimaksud mada ayal (1), Sub

Bagian Kepeygawaian mempunyai fungsi

d. perumusm pcogembangan Kepegawaian Sekretanint Daerah |

b. pelaksanaan koordinasi bidanp kepegawaian antar Bagian pada
Sekretariat Daerah ;

c. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pefaksanaan penyusunan
kepegawaian Sekretariat Daerah ;

d. pelaksamaan kegiatan ketatausahaan ;

¢. pelaporan hasi) pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Tata
1saha

f  pelaksanamn fugas kedinasan lain yang dibertkan oleh Kepala Bagian
Tata saha sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Panral 60

Sub Bagian Keuangan sebagaimanz dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1)
huruf b, mempunyai tugas penyusunan, Perencanasn, pengevatuasian dan
pengkoordinasian keuangan antar Bagian pada Sckrecianat Daerah,

alam melaksanakan tugas scbagaimana dimaksud pada avat {1}, Sub
Bagian Keuangan Sekretarial Daerah mempunyai fungsi

a. pengumpulan dan pengolahan bahan untuk pelaksanaan, penyusunan
administrasi keuangan

b. pengkoordinasian usulan Atasan Lanpsung, Pemecganp Kas dan
Pcmibantu Pemepang Kas dan Uinit Kerja ;

c. penpumpatan, penganalisaom  dala, koordinasi  antar Bapian di

lingkungan Sekretariat Daerah ;

penyiapen bahan perumusan Keuangan Sekretariat Daerah ;

penywesunan petunjuk pelaksanaan Keuangan Sckretariat Damh

( f) penclitian permintzan  petbayaran bmya petialanan  dines  di

hingkungan Sekretarial Daerah |

. g) penetitizn permintaan pembayaran blﬂ.}'& perjatanan dinas Bupati dan

Wakil Bupati ;

pelakzanaan wrusan gaji dan nperamnml Bupali dun Wakil Bupat ;

pelaksanaan evaluasi dan koordinasi dibidang Keuangan Sekretariat

Thaerah ;

pelaksanaan kepgiatan ketatausahsan ;

pelaporan basil pclaksanaan tugasnva kepada Kepale Bagian Tata

Usakha ;

1.  pelaksanaan tugas kedinasan lain vang diberikan olch Kepala Bagien
Tatn Usaha sesuzy dengan tugas dan fungednya

Fu

=

-
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Pasal 61

Sub Bagian Percncanasn dan Pelaporan sebagaiman dimakswad dalam
Pasal 58 aynt (1) homuf ¢, memponvai fugas melaksenakan evaluasi,
koordinasi dalam penyusuman perencansan dan pelaporan program dan
kegialam antar Bagian pada Sekreetariat Dacrah.



(2)

3

[Dafam mejaksanakan  dagas scbapaimena dimaksud pada aval (1), Sub

Ragian Perencanuan dan Pelaporm mempunyai lungsi -

a. pengumpuian dan pergolahan bahan untuk pelaksanaan penyusman
rengnana stratepis, rancana kerja talhman dan penetapan kinerja pada
Nekretariat Daerah ¢

b. pengumpulan dan peogolaban baban untuk pelaksanaan penvusunan
Remwana Kegja Anggaran (RKA), Deokumen 'engguna Anggaran
(DPA) Sekretariar Duerah

c. peopumpulan dan pmgolalem baban vnok pelaksanam penyusunan
Loparan Kinerja Sekretariat Daerah ;

d. pelaksanaan kegiatan ketatansahaon ;

e. pelaporun hagil pelaksanaan tugasnys kepada Kepala Bagian Tata
Usaha ;

f. pelaksanaan tupgas kedimasan lain yang diberikan olch Kepala 13agian
Tata Uagha sesuni dengan tugas dan fungsinya

Paragraf 3
Bagian Umum

Yasal 61

Bagian Umum mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Urmmmn dalam
omuclaksanakan wusan ketatausshaan, kerumahtangpasn, pemcliharaan dan
pertananan sckretariat |

Panal 63

Dalam melaksanakan tugas schagaimana dimaksud dalam Pasal 62, Bagian
Umum menyelenggarakan funysi

o

R oD

(1}

{2)

{1}

pefaksanaan urusan tata usaha Bupati, Wakil Bupati dan ysmam ;
pelaksanaan kepiatan kearsipan ;

pelaksanaan urusan pemelibarasn dan gerlamanam ;

pelaksanaan urusan rumah jzbatan Bupali, Wakil Bupati dan Sekrelaris
Daerah ;

pelaksanaan pengaman:n Tumih tanggea ;

pelakxanaan kepiatan ketatnmsahaan ;

pelaporan hasit pelakeanaan tupas. |

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Asisten Administrasi
dan Umun.

I'asal 64

Bagian Umum, membawahi :

4. Sub Bagizn Tata Usaha Pimpinan dan Penatagsahaan Perkantoran
b. Sub Bagian Rumah Tanpga ;

c.  Sub Bagun Urusan Pemnelibaraan dan Pertamunan.

Masing-masing Subk Bapian sebagimana dimaksud pada avat {1), dipimpin
oleh Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakee fugasya berada di
bawah dan bertangpunp jawab kepada Kepala Bagian Umum.

Panal 65

Sub Bagian Tats Uszaha Pimpinan dan 'epatausahaan Perkaniorun
sebapmmana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) horuf 5, mempunyai
tugas melaksanakan penatausahaan kepiatan Bupati dan Wakil Bupati, tata
usaha umum, mengendaitkan dan melaksanakan kegiatan kearsipan serta
Ppenalzusahasn perkanlordm.



{2)

(M

(2)

(i)

(2)

Dalam melaksanakan fugas sebagaimana dimaksud pada avat (1), Sub
Bagian ‘Fata Usaha Pimpinan Jan  Penatmusshaagn  Perkantoran
menyelenggerakan fimgsi -

a. penyusunan, pencatatan, pengetiken/penggandaan dan ponatasne surat
masuk, proses pengiciman surat vang diperintsbkan fangsung oleh
Bupati, Sekretaris Daerab dan Asisten Sekretaris Daerah :

b. pcnataan, penyediaan dan pendistribusian surat vang ditwrunkan dari

Bupati dan Wakil Bupati ;

pelayanan rapat-rapat Ji linglongan Sekretariat Daerah ;

pelayanan tamu-tarmm pemerintah dacrah ;

penyelenggaraan kepiaian kearsipan |

pelaksanann kegiatan ketatausahaan ;

pelaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umurn;

pclaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Urniurn sesuai dengan bidang togas dan fungsinya.

e ™D oo

Pazal 66

Sub Bagian Rumah Tangga sebagaimana dimaksud dalam "asal 64 avet

{1} horof b, mempamyal lugrs menywwm program dan melaksanakan

urusan rurmeh langpa.

Dalam meiaksanakan tugas terscbut pada aval {1), Sub Bagian Rumah

Tangra mempunyai {ungsi :

a. pengurusan kepcrluan Rumah Jabatan Bupati, Wakil Dupati dan
Sekieiaris Daermah ;

b. penyelenguuraan pengamanan Kantor Bupati dan Wakil Bupati ;

c. pengelolaan keuangun kegiatan Bupati, Wakil Bupati dan Sekretaris
Dacrah kecuali permintum pembayaran perjalanan dinas Bupath,
Wakil Bupati den Sekretaris Dacrah ;

d. Pengaturan dan pemeliharaan kendaraan dinas jabatan dan opcrasional
Rupati, Wakil Bupati scrta pojabat di lingkungan Sekretariat aerah ;

e. Pengaturan dan penelitian pennintsan Bahan Bakar Minyak (BBM)

untuk pchalanan dinas ;

pengaturan pengguoasn dan pemeliharaan semua kendiarasn dinas

operasional di lingkungan Sckretariat Daerah ;

pengurusan surat-surat kendaman Dinas

pelaksanzan kegiatan ketatausahaan ;

pelaporan hasil peiaksanaan ugasnya kepada Kepala Bagian Lmum ;

pelaksanaan lugas kedimasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian

Umum sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

=h
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Pasal 67
Sub Bagian Urusan Pemeliharaan dan Pertamanan sebagaimana dimaksud
dalam Pasel 64 ayat {1} buref ¢, mempunyst tegas  melakuken oresan
pemctliharaan gedung, peralatan kantor, dan pertamanan serta penatsan

TUADY.

Dalam melaksanakan 1iupas lersebut pada ayat (1), Sub Bagian Urysan
Pemelbharaan dan Pertamanan mempunyai fungsi :
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4. pelaksanagn urusan pemeliharagn, penamanan i lingkungan Rumah
Jabatan Bupati, Wakil Bupati, Sckrctaris Dacrah ;

b. pemeliharaan pedung dan peralatan kantor di lingkungan Sekretariac
Daerah ;

¢. penataan pertamanan dan keindahan lingkungan kentor Sekretariat

Dacrah :

penataan ruang kantor i linglungan Sekoretariat Daerah ;

pelaksanaan kepgiatan ketatausahaan ;

pclaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Bagian Umum ;

pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepalz Bagian

Umntmn sesuai denpan bidang tupas dan fungsinya.

tha: e AR G

Paragraf 4
Bagian Perlemgkapan -
Pasal 68

Bagian Perfenpkapan mempunyai tugas membantu Asisten Administrasi Umum
dalam melaksanaken inventarizasi, analisa kebutuban, pengadaan dan distribuzi
barang dacrah di lingkungan Sekretariu Daerah.

Pazal &%

Dajam melaksanakan tugas sebagaimana dimakswd dalem Pasai 68, Bagian
Perlengkapan menyelengparakan fungsi :

a

e oo

i

(1)

(2)

(1)

(2)

penyusunan kebutuhan Barang Dagrah ;

pengadaan Barang Daerah di ingkungan Sekretariat Daerah ;

pelaksanaan kepiatan ketarausahaan ;

pelaporan hasil pefaksanaan tugas ;

pelaksanaan  fogas kedinssan lain  yang diberikan oleh Asisten
Administrasi Lmum.

Pasal 70
Bagian Perlengkapan, membawahi :
a. Sub Bagian Analisis Kebuluhan Barng ;
b. Sub Bagian Pengadaan Barang Sckretanat Dincrah
c. Sub Bagian Distribusi Hartang Sekretariat Daerah.
Masing-masing Suh Bagian sebagaimana dimaksud pada ayal (1),
dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yanp dalam melaksanakan tugasnya
berada di bawsh dan bertangpung jawab kepada Kepala Bagian

- Perlenykapan.

Pasal 71

Sub Pagian Anatisis Kc¢butihan Barang schagaimana dimaksud dalam
Pasal 70 gyat (1} burwl ¥, mempunyui tugas menpanalise kebntuhan dan
mengelola barang.

Dalam melaksanakan lugas schagamana lersebut pada ayat (1), Sub

Bapian Analisis Kebuluhim Barang menyelenpgankan [ungsi :

a. pengumpulan rencana  kebuluban  barang  wmilik  daerab  dam
pengadministrasian kelwtuban bamng df lingkungan Sckretariat
Diaerah ;

b. pengamalisaan dallar kebutuhan barng dacrah di  lingkungan
Sekretariat Diaerah ;
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G. pemantauen perkcmbangan dan pengumpuian informasi harpa serta
menyusun standsr harga barang ;

d. pemyiapun hahan evaluasi, pemaniavan kecbutuhan baang di
lingkungan Sekretariat Daerah ;

€. penyiapan baharn evahassi, pemantavan kebuiuhan barang milik
dasrah;

f.  pelaksanzan kegiatan ketatausahaan ;

g. pelaporan hasil pelaksanann fugesnya kepada Kepala Bagian
Pedengkupan ;

h. pelaksanasn tugas kedinasan lain vang diberikan oleh Kepala Bugian
Perlenpkapan scauai dengan tugus dan fungsinya.

Pasal 72

Sub  Bagian Depgadaan DBarang Sekretariat Daerah sehagaimana

dimaksud dalarn Pasal 70 ayat {1) huruf b, mempunyai Lugas menyiapkan

petunjuk pelaksanaan dam melakukan pembinaan penpadasn barang dan

jasa.

Nalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut pada avat ([}, Sub

Bagian Pengadean Barang Sekretariat Daerab menyelenpearabian fares -

a. pengumpulan bahan koordinasi dan  pembinaan pelaksanaan
adminisirasi pengadaan dan penerimaan barang ;

b. penyusunan program dan perencanaan pengadaan barang |

c. penyiapan bahan penyusunan petimjuk  pelaksansan pembelian
barang/perlengkapan sesuni dengan peraturan perumlsnpmdsngan ;

d. pelaksspan koordinasi pengiadazn barang ;

e. pengumpulan. peoelitian dan pemgamalisaan data penawaran  harga
dap mukt barang dalam proscs pembelian ;

f. penviapan bahon penyusunan pehmjuk pelaksanaan penyalengparaan
pelelangan ;

g. penyiapan balhem evaluasi, pemantauan dalam  melaksanakan
pembelian dan peletangan barang/ perlengkapan ;

. polaksanaan kegiatan ketatausahaan ;

pelaporan  hasil pelaksanaan lugasnya kepads Kepala Bagian

Perlengkapan :

J- pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Bagian
P'erlengkapan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Pasal 73
Sub Bagian Distribusi Barang Sekretsriat Daerah sehagimana dimakswl
dalam Pasal 70 ayat (1) buref ©. mempunyat fuges melakukan adpinisirasi
perbekalan dan perlengkapan.
Dalam melaksanakan tugas sehbagaimann terschut pada ayat (1), Sub
Bagpian Distribusi Harang Sekretariat Daerah menyclenygarakan fungsi -
a. pengumpulan, pencatatan dalam buku barang ;

b.  pepgaturan tertibnya penyimpanan, perawatan dan perneliharasn Lap
barang persediaan ;

pelaksanaan siok oprarne barang setiap bulan ;
. pelaksanaan kegiatan penerimaam dan pengetuaran barang ;

Lr)
H

€. penyiapan kelengkapan dokumen/surat-surat yang berkaitan dengan

barang-bamang yang akan didistribusikan :



(1)

(2
(3)
(4}

(3)
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f. pengeluaran dan penyerahan barang-hurang bergerak dun  udak
bergerak sebagai asct tetap Pemerintah Dacrah kepade satuan keria di
linghmgan Sekretariat Daerah

g. pelaksanaan inventarisasi barang milik dacrah khosusnya di
Sekretariat Daerah ;

h,  peluksanaan kegiatin ketatausahaan ;

i. pclaporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Kepale Bagian
Perlengkapan ;

j. pelaksanaan tugas kcdinasan lain yang diberikan oleh Kepola Bagian
Perlengkapan seswyi dengan lugas dan fungsmya.

Bagian Keenam
STAF AHLI
Pasal 74
Dalam melaksanskan tugasnya dibantu oleh Scat’ Ahl yang terdin dar :
4 Sl Ahh Bidang Hukum, Politik dan Pemerineahan |
h. Staf Ahli Ridang Fkonomi den Keuangan ; dan
c. Sl Abhli Biding Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya
Manusia ;

Staf Ahli mempunyai tugas memberikan teluzb:m mengenar masslah
pemerintahan diwrah sesuai dengan bidangmyva.
Stat’ Ahli diangkat dan diberhentikan oleh Bupatt dari Pegawai Negeri
Staf Ahli  dalam  melaksanskan topasnya  secara  administratif
dikoordinasikan ojch Sckrctaris Dacrah.
Masing-masing Ntat  Ahli dalam melaksanakan  tugasnya
bertanggungjawab kepada Bupati,

Parapraf 1

STAF AHLI BIDANG HUKUM, POLITIK DAN PEMERINTAHAN

Pasal 73

Staf Ahli Bidang Hulkum, Politik dan Pemeriatahan mempunyal tugas
membaniu Bupall dulim penyelenggaram pemerinlaban dengan membenikim
telaghan di Midang Hukum, Politik dan Pemerintahan di luar tugas dan fiumgsi
Peranghat Dacrah.

Pasal 76

1Jalam melaksanmkan lugss sehagaimens dimuksisl pads Pasal 73, Staf Ahl
Bidang Hukurn, Politk dan Pemerintahan mempunyai fungsi |

a.

b.

penyiapan bahan perumusan kebijakan Pemerintzhan Daerah di bidang
Hukum, Politik dan Pemerintahan ;

pengumpnlan dam di bidang Hukum, Politik dan Pemerintshan nomk
pemesshon masatah dan pengentbangan kebijakan |

pelaksangan konswltasi dan koordinasi dengan Perangkat Dacrah dan
pihak lain yang terkart i bidang Hukum, Politik dan Pemerintahan
apabila dipertukan dalam rangka penyampaian saran dan pertimbangan
kepada Bupali ;

penyusnnan konsep tinjausn akademis dan atau non akademis suatu
kebijakan  Pemerinlzh Daersh  di bidang  {lukum, Politic dan

Pernenntahan ;
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C.  pelaksanaan konsultasi dan koordippsi
pibak lain ierkait di b MIdmmH“wﬂimﬁdm
: ang ait di bidang Fkonomi dan K :
Bupati : partimbangan kepeda
¢.  penyusmman konsep tinjauan akademis dan
. : ! atal not akalemis suaim
kcbijakan Pemerintah Dacrah di bidang Ekonomi dan Kenm;:mr?ﬁ
. penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebij inta
. e p jakan Pemcrintah Pusat,
If;ie:mmh Ph’,:p'lnm dan Pemerintsh Kabupateo/Kota di bidang Ekonomi
f.  penyusunan teloahan yanpg herkaitan dengan bidang Fkonomi lan
Kevangan ;
g  penyusunan ls'tpomn kegiatan Stat Ahli Bidang Ekonomi dan Keuangan
kepada Bupati yang secara administrasi melals Sckretaris Daerah ;
h.  pelaksansan tugas - tugas lain yang diberikam olch Bupasi.

Paragraf 3
STAF AHLI BIDANG PEMBANGUNAN,
KFEMASYAHAKATAN DAN SUMBER DAY A MANUSLA

Pasal 79

Stal’ Ahli Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daye Manust
mempunyai tugss membente Bupeti dalam peayelengparaan pemcrintahan
dengan memberikan lelashan di bidang Pembangunan, Kemaosyarakalan dan
Sumber Daya Manusia di loar tugss dan fungsi Peranpkat Dacrah.

Paxal 80

Dalam mcloksanagkan tugas sebagaimana dimakswd pada Pasal 79, Siall Ahli
Bidang Pembangunan, Kemasyarakatan den Sumber Daya Manusia menepunyad

1
-
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penyiapan hahan perumusan kebijakan Pemerintaban Dacrah di bidang
Pembangunan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Mabusia ;
pengumpulan data di bidang Pombangunan, Kemzasyarakatan dan Sumber
Daya Manusia untuk pemecahan masalah dan pengernbangan kebijakan ;
pelaksanaan konsultasi dan koordinasi dengan Perangkat Dacrah dan
pibak lain vang terkait di bidang Pembangunan, Kemasyarakatan dan
Sumber Ilaya Manusia apabila diperlukan dalam rangka penyampaian
saran dan pertimbangan kepada Bupati ;

penyusunan konaep Unjauam akademais dan stou non skademis suatu
kebijakan Pcmerimah Daerah di hidang Pembangunan, Kemasyarakatmn
dan Sumber Dayn Manusia ;

penyelia dan pengamatan pelaksanaan kebijakan Pemerintah Puset,
Pemerintah Propinsi dan Pemerintsh Kabupaten/Kota di  bidang
Pembangonan, Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;

penyusunan telaahan yang berkaitan dengan bidang Pembangunan,
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia ;

peyusunan  laporan  kegiatan  Staf Ahli  bidang Pembangunan,
Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia kepada Bupati yang secars
administrasi melalui Sekretaris Doerah ;

pelaksanaan lugas - tupas lain yang diberikon oleh Bupati.

BAB 1Y
KETENTUAN PENUTUP
Paaal 81

Denyn berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Pemturan Bupati Situbondo
Momor &1 Tahun 2008 dicabut dan dinyaakan tidak berlaku

I'agal 82

Peraturan Bupati i omelai herfaku pada tanggal diundanykan

Agar setigp orang dapat mengetshuinya, memerintahksn pengimdanpan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerab Kabupaten
: Situbondo.

DMundanpkan '§ituhpllydq ol

pada tanggat /

g i H
AR ]

¢+ SEKRETARIS DAERAN
ARUPATEN SITUBONDO,

BERITA DAERAH KABUPATEN SITUBONDO TAHUN 2410 NOMOR 04



